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JAKARTA — Kepolisian dan kejaksaan be-
lum menyeret para petingginya yang di-
duga terlibat kasus mafia hukum Gayus
Halomoan Tambunan. “Kalau terhadap
anggotanya sendiri biasanya penegakan
hukum menjadi lemah,” ujar Wakil Koor-
dinator Indonesia Corruption Watch
Emerson Yuntho menanggapi kelambanan
polisi di Jakarta kemarin.

Petinggi kepolisian yang diduga terkait
dengan kasus Gayus adalah Brigadir Jen-
deral Raja Erizman dan Brigadir Jenderal
Edmon Ilyas, keduanya mantan Direktur
Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal
Markas Besar Kepolisian RI. Mereka di-
duga memerintahkan pembukaan blokir
rekening Gayus.

Adapun pejabat kejaksaan yang diduga
terlibat kasus Gayus adalah Cirus Sinaga,
Poltak Manulang, dan Fadil Reegan. Mere-
ka adalah jaksa peneliti berkas Gayus.

Menurut Kepala Badan Reserse Krimi-
nal Mabes Polri Komisaris Jenderal Ito Su-
mardi, pihaknya sudah memeriksa Raja
dan Edmon berkaitan dengan pernyataan
Gayus bahwa mereka menerima uang dari-
nya.“Kan, sudah kita lakukan pemeriksaan
terhadap semuanya. Mereka semua tidak
merasa (menerima),” ujar Ito dua hari lalu.

Kejaksaan Agung menyatakan masih
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menunggu hasil pemeriksaan polisi atas
Cirus Sinaga. Cirus diadukan ke Mabes
Polri oleh Kejaksaan Agung karena didu-
ga membocorkan rencana tuntutan Ga-
yus. Tapi Cirus berkali-kali tidak meme-
nuhi panggilan polisi dengan alasan sakit.
“Dia sudah dicopot dari jabatannya, nan-
ti ketika (menjadi) terdakwa, kita akan la-
kukan pemberhentian sementara,” kata
Jaksa Agung Basrief Arief.

Menurut Emerson, penanganan peting-
gi yang diduga terlibat skandal Gayus sa-
ngat lamban. Ta menduga penegakan hu-
kum tersandera oleh politik internal insti-
tusi tersebut. “Saya khawatir mereka ini
tak akan tersentuh karena mereka meme-
gang kartu truf yang bisa digunakan ka-
pan saja,” katanya. e FEBRIVAN | BUNGA MANGGIASIH
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Kasus rekening mencurigakan Gayus Halomoan Tambunan Rp 28 miliar telah menyeret banyak orang—ta-
pi tak satu pun di antara mereka adalah penyuap Gayus. Mereka ada yang sudah dipenjara, ada yang cu-

ma dicopot dari jabatannya. Inilah di antaranya.

MASUK PENJARA

B ANDI KOSASIH (pengusaha)
Peran : mengaku sebagai pemilik uang
Rp 28 miliar di rekening Gayus
Status : divonis 6 tahun dan denda Rp 3 miliar

B HAPOSAN HUTAGALUNG (pengacara Gayus)

Peran : merekayasa kasus kepemilikan uang
Rp 28 miliar Gayus

Status : divonis 7 tahun dan denda Rp 300 juta

B KOMISARIS POLISI M. ARAFAT (penyidik)

Peran : merekayasa kasus kepemilikan uang
Rp 28 miliar Gayus dan menerima suap

Status : divonis 5 tahun dan denda Rp 150 juta

B AJUN KOMISARIS SRI SUMARTINI (penyidik)

Peran : terlibat rekayasa kasus kepemilikan uang
Rp 28 miliar Gayus dan menerima suap

Status : divonis 2 tahun dan denda Rp 50 juta

M ALIF KUNCORO (pengusaha)

Peran : memperkenalkan Gayus kepada
konsultan pajak Imam Cahyo Maliki

Status : divonis 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta

BURON

B IMAM CAHYO MALIKI (konsultan pajak)

Peran : menurut Gayus, memberi order kasus
pajak PT Bumi Resources, PT Kaltim
Prima Coal, dan PT Arutmin

Status : buron

TERSANGKA

H MARULI PANDOPOTAN MANURUNG
(atasan Gayus)
Peran : terlibat kasus keputusan keberatan pajak
pada PT Surya Alam Tunggal bersama-
Gayus, Humala, dan Johny Marihot Tobing
Status : tersangka

MANDEK

B CIRUS SINAGA (jaksa)

Peran : diduga merekayasa penuntutan Gayus
dalam kasus pencucian uang

Status : dicopot, saksi

B POLTAK MANULANG (Direktur Pra-Penuntutan)

Peran : diduga merekayasa penuntutan Gayus
dalam kasus pencucian uang
Status : dicopot, saksi
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B BAMBANG HERU ISMIARSO (Direktur Keberatan
dan Banding Ditjen Pajak)
Peran : disebut Gayus mengetahui kasus
korupsi pajak
Status : dicopot
B BRIGADIR JENDERAL EDMON ILYAS (Direktur
Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Mabes Polri)
Peran : diduga terlibat pembukaan
blokir rekening Gayus
Status : dicopot, diangkat sebagai staf ahli Kapolri

M BRIGADIR JENDERAL RAJA ERIZMAN (Direktur

Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Mabes Polri)
Peran : diduga terlibat pembukaan

blokir rekening Gayus
Status : dicopot, diangkat sebagai staf ahli Kapolri
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EDITORIAL

Tantangan Fuad Rahmany

epatah lama bilang: dalam badai, lahir seorang
P nakhoda hebat. Itulah yang diharapkan banyak

orang saat Kementerian Keuangan melantik
Fuad Rahmany sebagai Direktur Jenderal Pajak. Dok-
tor ekonomi ini mesti menghadapi serta membenahi
institusi pajak yang tengah diguncang “badai” Gayus
Tambunan.

Kasus Gayus jelas mencoreng direktorat yang telah
menerapkan reformasi birokrasi itu. Gaji para pega-
wai pajak telah dinaikkan berlipat-lipat, tapi masih
muncul orang seperti Gayus, yang menyalahgunakan
wewenang untuk mengeruk duit miliaran rupiah dari
wajib pajak. Ia sudah dipecat, bahkan baru-baru ini
dihukum 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ja-
karta Selatan. Hanya, kredibilitas Direktorat Pajak
yang telanjur rusak tetap harus diperbaiki.

Fuad mesti memastikan semua rekan dan atasan
Gayus yang terlibat telah dikenai sanksi sekaligus di-
bawa ke pengadilan. Bekerja sama dengan penegak
hukum, ia pun perlu membongkar transaksi mencuri-
gakan para pegawai pajak yang ditemukan oleh Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Temuan
ini mengindikasikan, masih banyak “Gayus” lain yang
gentayangan di Direktorat Pajak.

Guncangan bagi institusi itu akan semakin keras ji-
ka polisi serius membongkar data pajak 151 perusaha-
an—tiga di antaranya perusahaan Grup Bakrie—yang
berkaitan dengan Gayus. Pengusutan ini boleh jadi
akan memunculkan nama-nama pegawai pajak lain,
bahkan pejabat pajak, yang terlibat. Menghadapi ke-
mungkinan ini, publik berharap Fuad bersikap terbu-
ka dan membantu penuh penyelidikan yang dilakukan
penegak hukum.

Sorotan lain menyangkut penyelesaian kasus pajak
perusahaan besar, seperti Asian Agri dan Grup Bakrie.
Hingga sekarang kasus yang diduga merugikan nega-
ra sampai triliunan rupiah ini masih mengambang.
Khalayak jelas berharap Direktorat Pajak berani ber-
sikap tegas terhadap siapa pun yang mengemplang
pajak. Jika terjadi pelanggaran pidana, si wajib pajak
harus pula diseret ke pengadilan tanpa pandang bulu.

Ketegasan sekaligus keberanian sungguh penting
karena, di sisi lain, Fuad juga harus membenahi pene-
rimaan pajak yang dalam dua tahun terakhir tidak
pernah mencapai target. Tanpa sikap lugas, ia akan
sulit memenuhi target penerimaan pajak yang ditun-
tut oleh pemerintah.

Persoalan penting juga menghadang Fuad menyang-
kut sistem perpajakan dan peradilannya. Menurut Ke-
tua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa, sistem per-
pajakan negeri ini punya terlalu banyak celah. Peng-
awasannya tak ketat dan peradilan pajaknya lemah.
Keberadaan restitusi pajak alias pengembalian selisih
pajak dinilai sebagai titik yang rawan penyelewengan.
Peradilan pajak juga harus disapih dari Kementerian
Keuangan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Ttulah sederet pekerjaan rumah yang mesti dihadapi
sang pejabat baru. Bekas Kepala Badan Pengawas Pa-
sar Modal ini harus menyadari, tantangan yang mesti
dihadapi jauh lebih berat dibanding tugas sebelum-
nya. Fuad mesti siap pula disoroti oleh publik karena
mengurusi pajak, hal yang menyangkut kepentingan
orang banyak. @
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“Seharusnya
penyidik bisa
menelusuri asal
uang Gayus.”

JAKARTA — Komisi Pemberan-
tasan Korupsi sedang me-
ngumpulkan bahan untuk
mengungkap pemberi suap
kepada Gayus Halomoan
Tambunan. “Kami masih
kumpulkan bahan untuk me-
nangani (suap pajak),” kata
Wakil Ketua Komisi Pembe-
rantasan Korupsi Haryono
Umar di Jakarta kemarin.

Indonesia Corruption
Watch berkali-kali meminta
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi mengambil alih kasus
Gayus agar bisa diusut lebih
tuntas.

Desakan agar KPK turun
tangan juga disuarakan ang-
gota Komisi Hukum Dewan
Perwakilan Rakyat, Bam-
bang Soesatyo. “Begitu dise-
but ada nama Dirjen Pajak,
Direktur Penyelidikan, ke-
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KPK Mulai Selidiki
Penyuap Gayus

mudian ada Direktur Ban-
ding dan Keberatan, harus-
nya KPK bisa masuk ke sana
dan mengorek keterangan
mereka,” katanya.

Menurut Bambang, mafia
pajak ini berkaitan dengan
pimpinan di Direktorat Pa-
jak. Sebab, lewat merekalah
wajib pajak membayar ke-
wajiban pajaknya lebih kecil
dari yang semestinya.

Dia juga mengatakan KPK
bisa memanggil 151 perusa-
haan yang disebut Gayus un-
tuk mengetahui lika-liku
pembayaran pajak. “Lihat
penetapan pajak awalnya, te-
rus surat pemberitahuan ta-
hunannya, lihat neracanya,
lihat hasil pengadilan pajak-
nya, lihat prosesnya,” kata
Bambang.

Kendati belum mengusut

perusahaan penyuap, polisi se-
gera melimpahkan kasus grati-
fikasi Gayus ke kejaksaan.

“Gayus diduga melanggar
Pasal 11 tentang gratifikasi
atau Pasal 12-B tentang suap
di Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi dan Pasal 3
tentang  Undang-Undang
Pencucian Uang,” kata Kepa-
la Bagian Penerangan Umum
Divisi Hubungan Masyara-
kat Kepolisian RI, Komisaris
Besar Boy Rafli Amar, di Ja-
karta kemarin.

Dalam kasus mafia pajak
ini, penyidik kepolisian masih
melengkapi petunjuk jaksa
dan, rencananya, kembali me-
limpahkan berkasnya ke Ke-
jaksaan Agung pada pekan
depan. “Yang terkait uang Rp
28 miliar, Senin bisa dilimpah-
kan ke jaksa lagi,” kata Boy.

Dengan tuduhan gratifika-
si, pemberi hadiah tidak
akan dihukum. Sedangkan
untuk pasal suap, baik pene-
rima maupun pemberi akan
terkena hukuman.

Dalam gelar perkara kasus
Gayus, polisi mengaku kesu-
litan menelusuri asal uang
Gayus, sehingga akhirnya di-
pilih pasal pemberian hadiah
itu. Padahal, menurut bekas
Kepala Divisi Humas Mabes
Polri Inspektur Jenderal Is-
kandar Hasan, seharusnya
penyidik bisa menelusuri
asal uang Gayus karena ma-
sih terdapat segel banknya.
“Kan, itu bisa ditelusuri dari
bank mana, siapa yang men-
cairkan, dan bagaimana pro-
sesnya,” katanya beberapa
waktu lalu. e CORNILA DESYANA | DIANING
SARI | ANTON SEPTIAN

PUSPA PERWITASARI (ANTARA)

Suporter
Lapor KPK

Aliansi Suporter Indonesia me-
lakukan aksi teatrikal di kan-
tor Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi, Jakarta, kemarin. Keda-
tangan mereka ke KPK untuk
melaporkan dugaan penye-
lewengan dana oleh pemerin-
tah daerah lewat APBD untuk
pengelolaan dana sepak bola.

KUTIPAN

“Hingga tahun keenam atau ketujuh, gaji
Presiden belum naik.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum
pernah naik gaji sejak menjabat Presiden RI tujuh tahun la-
lu.

“Begitu dikasih tahu kaget juga.”

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar
mengatakan paspor Guyana Gayus Tambunan kemungkinan
besar asli. la mendapat informasi itu dari kepolisian kema-
rin.

Polisi ke Guyana Pastikan Paspor Gayus

JAKARTA — Kepala Badan Re-
serse Kriminal Kepolisian RI
Komisaris Jenderal Ito Su-
mardi mengatakan tim in-
vestigasi gabungan kasus
paspor Gayus Tambunan te-
lah berangkat ke Guyana,
Amerika Selatan. Mereka
akan memastikan keaslian
paspor berfoto mirip Gayus
dan istrinya, Milana Anggra-
eni. “Harus dibuktikan me-
lalui penelitian tim yang su-
dah berangkat ke Guyana,”
kata Ito seusai Rapat Pim-
pinan Polri di Jakarta kema-
rin.

Menurut Ito, tim investiga-
si yang berangkat ke Guyana
terdiri atas penyidik polisi
dan tim Direktorat Jenderal
Imigrasi.“Dari Polri dua atau

tiga orang,” ujarnya. Namun
Ito tak menyebutkan kapan
keberangkatan tim tersebut.
“Pokoknya sudah berang-
kat.”

Polisi menemukan gambar
paspor Guyana dengan foto
orang mirip Gayus dan Mila-
na dalam lampiran sebuah
surat elektronik. Surat elek-
tronik itu dikirim John Je-
rome Grice, warga Amerika
Serikat, kepada Arie, orang
yang diminta Gayus membu-
at paspor Indonesia atas na-
ma Sony Laksono.

Pada paspor Guyana ber-
foto mirip Gayus tercantum
nama Yosep Morris. Menurut
paspor bernomor 1209595
itu, Yosep lahir pada 9 Mei
1979. Adapun paspor berfoto

mirip Milana memakai nama
Ann Morris. Pada paspor
bernomor 1209191 itu, Ann
bertanggal lahir 6 Februari
1979. Masa berlaku paspor
adalah 23 Juli 2007 sampai
22 Juli 2012.

Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Patrialis Ak-
bar mengatakan paspor Gu-
yana yang dipakai Gayus
Tambunan dan Milana ke-
mungkinan besar asli. Infor-
masi itu dia peroleh dari ke-
polisian. “Begitu dikasih tahu
kaget juga,” kata Patrialis di
kantornya kemarin.

Menurut polisi, John Grice
adalah otak dalam sindikat
pembuatan paspor untuk
Gayus. Polisi pun telah
mengumumkan nama pria

asal California itu dalam daf-
tar pencarian orang.

Namun, menurut Patrialis,
John Grice telah keluar dari
Indonesia sejak tahun lalu le-
wat Bandar Udara Soekar-
no-Hatta.“Ada print kepergi-
annya,” kata Patrialis. Dia
menambahkan bahwa John
Grice memiliki tiga paspor
Amerika Serikat.

Kementerian Luar Negeri
kemarin menyatakan siap
membantu Polri memburu
John Grice. “Akan kami fasi-
litasi, tergantung yang diper-
lukan Polri,” kata juru bicara
Kementerian Luar Negeri,
Michael Tene, dalam jumpa
pers di kantornya.

@ ANTON SEPTIAN | MAHARDIKA SATRIA HADI |
CORNILA DESYANA | FEBRIVAN
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Transaksi

Mencurigakan

Pegawal

Pajak Diseli

JAKARTA- Kementerian Keuangan akan me-
nyelidiki temuan ratusan transaksi mencuri-
gakan dalam jumlah besar pada rekening pe-
gawai pajak. Sekretaris Jenderal Kementeri-
an Keuangan Mulya Nasution mengatakan
pemeriksaan akan rampung dalam satu bu-
lan.’Akhir Februari bisa kami tindaklanjuti,”
kata dia di Jakarta kemarin.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) menemukan ratusan
transaksi mencurigakan yang dilakukan pe-
gawai Direktorat Jenderal Pajak. Laporan ini
merupakan akumulasi transaksi sepanjang
2004-2010. Disebutkan volume transaksi ber-
kisar Rp 500 juta-Rp 27 miliar untuk setiap
pegawai pajak.

Menurut Mulya, inspektorat jenderal akan
ditugasi menindaklanjuti temuan ini dengan
melakukan pemeriksaan terhadap rekening
bermasalah. “Inspektur jenderal baru dilan-
tik, itu pekerjaan rumah pertama.”’

Sistem remunerasi yang diterapkan, kata
dia, tak membuat pegawai pajak kebal dari
kegiatan terlarang. Paradigma yang berkem-
bang di masyarakat membuat pegawai pajak
masih mungkin tergoda untuk melakukan
pelanggaran.“Seseorang dianggap sukses di-
ukur materi. Jadi semua (pegawai pajak) ter-
pengaruh.”

Titik lemah pada sistem remunerasi, menu-
rut Mulya, sudah diprediksi sebelumnya."Ka-
mi sadar sejak awal (titik lemah ini),"ujarnya.
Beberapa upaya menekan jumlah pegawai
nakal sudah dilakukan. Misalnya dengan sis-
tem deteksi dini yang memungkinkan pem-
bocor melaporkan pegawai pajak dengan ga-
ya hidup yang tak mencerminkan penghasil-
an.

Inspektorat jenderal akan diberi kewe-
nangan memeriksa kekayaan pegawai pajak
untuk mendeteksi pelanggaran kewenangan
tersebut."Sistem ini baru dijalankan.”

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pa-
da kesempatan terpisah mengaku belum me-
ngetahui laporan PPATK. “Nanti kami tin-
daklanjuti,”ujarnya singkat.

Mantan Direktur Jenderal Pajak Mocha-
mad Tjiptardjo mengatakan laporan PPATK
biasanya akan ditindaklanjuti oleh Inspekto-
rat Jenderal dan Direktorat Kepatutan Inter-
nal Transformasi Sumber Daya Aparatur
(Kitsda) Pajak.“Kalau ada yang tidak wajar,
ya, itu ada di Kitsda," ujarnya.

Politisasi
Hukum

g
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Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham (kiri) bersama Ketua Fraksi Partai Golkar Setia Novanto saat memberikan kete-
rangan kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Partai Golkar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengevaluasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang dinilai melakukan politisasi proses hukum terkait pengakuan
terpidana Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak.

Direktorat Pajak Dimin
Lakukan Perubahan

Pengusaha mendukung
Fuad Rahmany.
JAKARTA— Menteri Keuangan

Agus Martowardojo meminta Di-
rektorat Jenderal Pajak melaku-

kan transformasi k elembagaan.

“Karena proses reformasi saja tak
cukup,”katanya setelah melantik
Fuad Rahmany menjadi Direktur
Jenderal Pajak menggantikan
Mochamad Tjiptardjo kemarin.

Menurut Agus, transformasi
dilakukan secara menyeluruh
menyangkut kelembagaan, sis-
tem, institusi, dan sumber daya
manusia.

Direktorat Jenderal Pajak
menjadi sorotan setelah terbong-
karnya mafia pajak yang dilaku-
kan pegawainya, Gayus Halomo-
an Tambunan. Gayus divonis oleh
pengadilan dengan 7 tahun pen-
jara. Selain kasus mafia pajak,

Transaksi Keuangan menemukan
transaksi dalam jumlah besar
berkisar Rp 500 juta-Rp 27 miliar
yang dilakukan pegawai pajak.

Agus berharap perubahan pe-
mimpin di Pajak dapat memper-
baiki kinerja lembaga, termasuk
sumber daya manusianya.“Tugas
utamanya adalah memperbaiki
lebih lanjut organisasi,’ujarnya.

Tugas lain yang diberikan ke-
pada pejabat baru adalah penge-
lolaan perpajakan, khususnya
penerimaan negara. “Sehingga
bisa membiayai Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara
2011,"kata Agus.

Penunjukan Fuad, kata Agus,
didasarkan pada rekam jejaknya
yang bagus, baik sebagai Kepala
Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan maupun
saat menjadi deputi di Badan Re-
konstruksi dan Rehabilitasi Aceh-
Nias.“Baik dan tertib,ujarnya.

ru, Fuad Rahmany akan segera
meneliti kondisi internal lemba-
ga pajak.“Saya akan memetakan
dulu,” ujarya. Dia juga akan
menerima berbagai masukan da-
ri bawahannya dan segera mela-
kukan perbaikan. “Yang baik-
baik akan saya lanjutkan, keku-
rangannya akan kami perbaiki.”

Dia berjanji akan mengejar
target penerimaan pajak selama
masa kerjanya. “Saya fokus ke-
pada target pendapatan.”

Menyangkut kasus mafia pa-
jak, Fuad mengatakan akan me-
meriksa dan meneliti lebih jauh
mengenai kasus ini. “Pokoknya
saya datang, kita lihat dulu nan-
ti. Saya teliti dulu semuanya apa
saja” Untuk itu dia akan mela-
kukan pertemuan dan koordina-
si dengan seluruh pejabat dan
karyawan pajak.

Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) mendukung langkah

Pajak. Kalangan pengusaha me-
nilai pejabat lama gagal melaku-
kan reformasi secara lingkup in-
ternal. “Banyak masalah yang
membuat citra perpajakan ru-
sak,’kata Sofjan Wanandi, Ketua
Umum Apindo, kemarin.

Sofjan menjelaskan, masalah
perpajakan cukup beragam, dari
perilaku aparat yang diduga me-
lakukan pemerasan, produk hu-
kum yang tidak jelas, hingga pe-
narikan pajak yang tidak merata.

Pejabat lama, kata dia, tidak
mampu menyelesaikan persoalan
itu selama menjabat Direktur Jen-
deral Pajak. la menganggap hal itu
dipicu oleh sikap tertutup Mocha-
mad Tjiptardjo.“Selama ini dia ti-
dak membuka diri kepada kami
maupun pengusaha,’katanya.

Sofjan berharap Fuad bisa be-
lajar banyak dari kekurangan
Tjiptardjo, sehingga ia tidak
mengulangi kesalahan yang sama.
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PSSI Pastikan Kongres Luar Biasa Tidak Diundul

TABANAN— Persatuan Sepak Bola

Seluruh Indonesia memastikan
jadwal kongres luar biasa tidak
akan diundurkan. “Kita laksana-
kan sesuai jadwal (April 2011),"ka-
ta Wakil Ketua Umum PSSI Nir-

wan Bakrie kepada Tempo di sela

Kongres Tahunan PSSI di Pan Pa-
cific, Nirwana Bali Resort, Taban-
an, Bali, kemarin.

Kongres tahunan yang berlang-
sung pada 21-23 Januari juga tidak
memiliki agenda untuk menggelar
pemilihan ketua umum. Pemilihan
ketua umum, kata dia, akan tetap

dilaksanakan sesuai dengan jadwal
berdasarkan Statuta PSSI.

Atas dasar itu pula ia membantah
rumor yang menyatakan pemilihan
akan digelar setelah SEA Games
pada 11-25 November 2011.“ Nga-
pain mesti nunggu SEA Games?
Nanti kita malah terkena sanksi da-
ri FIFA,” ujar Nirwan.

Pihak PSSI, kata dia, tidak mau
berjudi dengan mengundurkan atau
memajukan agenda pemilihan ke-
tua umum. Pada kesempatan itu,
Nirwan menyebut Nurdin Halid se-
bagai seorang yang memiliki totali-

tas dalam mengurus sepak bola.
“Dia ngurus sepak hola 24 jam,’ka-
tanya.

Menurut Nirwan, kongres tahun-
an hanya membahas evaluasi prog-
ram PSSI selama setahun, termasuk
pembinaan usia dini, kualitas wasit,
dan evaluasi terhadap Liga Super
Indonesia (LSI).

Kongres dihadiri oleh sekitar 100
peserta, terdiri atas ketua atau per-
wakilan 33 pengurus provinsi PSSI.
Representasi dari kompetisi LS| se-
banyak 15 tim, Ti-Phone Divisi Uta-
ma 16 tim, Divisi | diwakili 14 tim,

Divisi II 12 tim, dan Divisi lll 10
tim.

Adapun Persebaya 1927, Persibo

Bojonegoro, dan PSM Makassar ti-
dak boleh mengikuti kongres kare-
na dinilai telah hengkang dari LSI
dan bergabung dengan Liga Pri-
mer Indonesia.“Mereka kan sudah
mengundurkan diri, jadi tidak da-
pat undangan,” kata Kadir Halid,
Ketua PSSI Sulawesi Selatan,
yang juga adik kandung Nurdin
Halid.

Ketua Umum Persibo Bojonegoro
Taufik Risnendar menyatakan pem-

berhentian sekaligus dikeluarkan-

nya keanggotaan ketiga klub dari

PSSl tidak sah. Alasannya, pember-
hentian sebuah klub sepak bola
menjadi kewenangan kongres.“Ber-

tentangan dengan Statuta PSSI
kata Taufik.

Karena tidak diperbolehkan
menghadiri kongres, mereka meng-
ancam akan mengerahkan massa di
lokasi kongres. “Sekitar 300 orang
akan menggelar unjuk rasa besok,’
kata Manajer Persebaya 1927 Saleh
Mukadar.
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